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RINGKASAN

Wardatul Hafifah, 22101091030, Program Studi [lmu Administrasi Publik,
Fakultas [lmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, “Strategi Pemerintah
Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Jalan Desa (Studi Pada Desa Selante
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)”, Dosen Pembimbing 1: Dr.
Sunariyanto, S.Sos., M, Dosen Pembimbing 2: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP.

Anggaran Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk Pembangunan
infrastruktur jalan karena pada tahun 2024 Desa Selante mengalami berbagai
pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang signifikan.

Metode dalam riset ini ialah penelitian kualitatif yang menjadi pendekatan
penelitian yang ditujukan guna memahami fenomena sosial atau budaya melalui
pengumpulan serta analisis data yang bersifat deskriptif dan naratif. Penelitian ini
lebih fokus ke pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, serta pengalaman
subjek penelitian daripada mengukur atau menghitung variabel-variabel tertentu.
pembahasan ini akan menganalisis dan mendeskripsikan mengenai strategi
pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan untuk
menaikkan kesejahteraan masyarakat Desa Selante, yang mengacu pada teori
Kaplan dan Norton (2021) yang mengembangkan Balanced Scorecard, yang dapat
dipergunakan guna menilai strategi pembangunan infrastruktur dengan empat
indicator penting yakni perspektif: (1) keuangan, (2) pelanggan/pengguna, (3)
Proses Internal, (4) Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Temuan penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwasanya
pemerintah Desa Selante cukup akuntabel dalam melaksanakan Pembangunan jalan
lingkungan karena menunjukkan hasil yang nyata serta dapat dirasakan masyarakat
desa. Namun, Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Selante belum dikatakan efisien,
keberhasilan Pembangunan jalan lingkungan di Desa Selante dapat dikatakan
efektif, walaupun berdasarkan efisiensi biaya dan alokasi anggaran belum efektif,
karena anggaran yang di gunakan tidak hanya dari alokasi dana desa, tetapi juga
berasal dari ketua DPRD Sumbawa. Selain itu, proses perencanaan pembangunan
infrastruktur jalan lingkungan Desa Selante mencakup berbagai tahapan teknis,
administratif, dan partisipatif. perencanaan dimulai dari musyawarah dusun,
kemudian musyawarah Desa yang melibatkan berbaga pihak.

KATA KUNCI: Strategi, Pemerintah Desa, Infrastruktur
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SUMMARY

Wardatul Hafifah, 22101091030, Public Administration Study Program,
Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025, “Village
Government Strategy in Improving Village Road Infrastructure (Study in Selante
Village, Plampang District, Sumbawa Regency)”, Supervisor 1. Dr. Sunariyanto,
S.8os., M, Supervisor 2: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP

The Village Fund Budget (ADD) is insufficient for road infrastructure
development because in 2024 Selante Village experienced various significant
developments and community empowerment programs.

The method in this research is qualitative research which is a research
approach aimed at understanding social or cultural phenomena through the
collection and analysis of descriptive and narrative data. This research focuses
more on an in-depth understanding of the context, meaning, and experiences of the
research subjects rather than measuring or calculating certain variables. This
discussion will analyze and describe the village government's strategy in optimizing
road infrastructure development to improve the welfare of the Selante Village
community, which refers to the theory of Kaplan and Norton (2021) who developed
the Balanced Scorecard, which can be used to assess infrastructure development
strategies with four important indicators, namely perspectives: (1) financial, (2)
customer/user, (3) Internal Process, (4) Learning and Growth.

The results of the research conducted by the author show that the Selante
Village government is quite accountable in implementing the construction of
environmental roads because it shows real results and can be felt by the village
community. However, the Selante Village Village Fund Budget (ADD) has not been
said to be efficient, the success of environmental road construction in Selante
Village can be said to be effective, although based on cost efficiency and budget
allocation it has not been effective, because the budget used is not only from the
village fund allocation, but also comes from the chairman of the Sumbawa DPRD.
In addition, the planning process for the construction of environmental road
infrastructure in Selante Village includes various technical, administrative, and
participatory stages. planning starts from hamlet deliberations, then village
deliberations involving various parties.

KEYWORDS: Strategy, Village Government, Infrastructure
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
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Landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
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desa di Indonesia ialah UU No. 6 Tahun 2014, yang ditujukan guna
menyampaikan wewenang yang lebih luas ke pemerintah desa, memperkuat
kedudukan desa dalam pemerintahan nasional, dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat desa. UU ini mengatur terkait struktur dan kewenangan
desa, berisikan kepala desa (kades) serta badan permusyawaratan desa
(BPD). Kades bertugas sebagai pemimpin pemerintahan desa, sementara
BPD berfungsi untuk mewakili masyarakat dan memberikan masukan
dalam pengambilan keputusan.

Pasal 7 Ayat (1) Menyebutkan bahwa desa berhak untuk
mendapatkan prioritas penggunaan dana desa atas pembangunan yang dapat
mencakup infrastruktur, salah satunya adalah jalan desa. Desa diberi
kewenangan lebih besar dalam mengelola potensi dan sumber daya desa.
Desa dapat menyusun peraturan desa, mengelola keuangan desa, serta
merencanakan dan menjalankan pembangunan desa selaras dengan
kebutuhan masyarakat setempat. Mekanisme pengelolaan dana desa yang
bersumber dari APBN, serta dana yang bersumber dari sumber lainnya.
Keuangan desa dikelola transparan serta akuntabel untuk mendorong
pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. UU ini juga
menekankan krusialnya partisipasi masyarakat pada perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa diharapkan aktif dalam
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menyusun rencana pembangunan, baik melalui musyawarah desa maupun
program yang ada. Pemerintah pusat serta daerah memberi dukungan
berupa fasilitas, pembinaan, serta pendampingan ke pemerintah desa untuk
mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kapasitas aparat
desa.

UU No. 2 Tahun 2022 adalah perubahan kedua atas UU No. 38
Tahun 2004 mengenai Jalan. UU ini mengatur mengenai berbagai aspek
terkait jalan, termasuk jalan khusus, data dan informasi penyelenggaraan
jalan. Menurut Pasal 1 Ayat 1, jalan didefinisikan sebagai prasarana
transportasi darat yang meliputi semua komponen jalan, termasuk bangunan
penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapan lalu lintas, yang
berada di atas tanah, di bawah tanah, dan/atau di dalam air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan rel, jalan truk, dan jalan kabel.

Desa ialah sebuah wilayah administratif terkecil dalam sistem
pemerintahan di Indonesia yang biasanya terdiri dari kelompok masyarakat
yang tinggal di wilayah tertentu dengan batasan yang jelas. Desa memiliki
sistem pemerintahan sendiri yang dikelola pemerintah desa serta dipimpin
seorang kades. Soerjono Soekanto (2002) menyatakan bahwasanya desa
didefinisikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni penduduk yang
memiliki kehidupan sosial yang khas, dan umumnya terletak di luar kota
dengan sistem pemerintahan yang sederhana. Sudirman (2009) berpendapat
bahwa desa ialah wunit terkecil dalam struktur pemerintahan yang
mempunyai  kemampuan  mengatur  kehidupan  sosial-ekonomi

masyarakatnya, serta memiliki keunikan dalam budaya dan adat istiadat.
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Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membangun
infrastruktur jalan desa karena penting untuk mendukung kesejahteraan
masyarakat dan perkembangan desa secara keseluruhan. Pembangunan
infrastruktur jalan desa penting untuk meningkatkan aksesibilitas
Masyarakat, mendukung Pembangunan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan sosial, mendorong pengembangan potensi Wwisata,
meningkatkan keamanan dan Kesehatan, dan meningkatkan kualitas
pemerintahan. Infrastruktur jalan desa yang baik memungkinkan akses yang
lebih mudah bagi warga desa untuk melakukan kegiatan kesehariannya,
seperti pergi ke pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Selain itu, hal ini
memudahkan barang dan jasa untuk berpindah tempat, yang dapat
meningkatkan perekonomian lokal.

Berdasarkan peraturan Bupati Sumbawa No. 9 tahun 2020 mengenai
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumbawa. Pasal 1 ayat (8) menyebutkan
bahwasanya kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal 5 huru (k) menyebutkan kewenangan berskala desa adalah termasuk
pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Amartya Sen (1999) mengembangkan pandangan bahwa
infrastruktur jalan harus dibangun dengan prinsip keadilan sosial. Artinya,

pembangunan jalan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi
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juga mencakup kelompok marginal yang selama ini mungkin terabaikan,
seperti daerah terpencil dan masyarakat miskin.

Pembangunan desa ditujukan guna meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan desa
melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, seperti ekonomi, sosial,
budaya, serta lingkungan. Masyarakat desa wajib terlibat aktif dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan. Partisipasi
ini dapat mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa kebutuhan
masyarakat terpenuhi. Pembangunan desa harus memperhatikan aspek
keberlanjutan, baik itu dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan,
sehingga hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pembangunan
desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan
kapasitas serta keterampilan masyarakat pada pengelolaan sumber daya
yang ada.

Pembangunan desa harus dilaksanakan dengan pendekatan yang
mendekatkan keputusan-keputusan penting kepada masyarakat, yaitu
melalui desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dan desa.
Pembangunan desa harus mengedepankan keadilan sosial, yakni distribusi
sumber daya dan manfaat pembangunan yang adil serta merata bagi seluruh
lapisan masyarakat. Pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu,
artinya seluruh sektor (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll.) saling
mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik. Penerapan
teknologi dan inovasi yang sesuai dengan karakteristik desa sangat penting

dalam menaikkan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat desa.
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Pemerintah desa perlu memiliki strategi pada pembangunan desa
agar rencana yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Strategi
pembangunan desa dapat membantu mencapai tujuan pembangunan desa.

Strategi di KBBI didefinisikan sebagai rencana yang cermat terkait
aktivitas guna mencapai sasaran khusus. Tananah (2016) mendefinisikan
strategi sebagai serangkaian pilihan yang dibuat untuk menetapkan arah,
tujuan, dan cara suatu organisasi untuk mencapainya. Strategi melibatkan
pemilihan langkah yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang
tersedia dan menghadapi tantangan.

Dari beberapa penjelasan tersebut di simpulkan bahwasanya strategi
ialah serangkaian rencana atau pendekatan sistematis yang di rancang guna
memenuhi tujuan pembangunan jalan secara efektif dan efisien.

Desa Selante ialah satu dari 11 desa yang berada di Kec. Plampang,
Kab. Sumbawa, NTB. Desa Selante terdiri dari 4 dusun, 4 RW, dan 14 RT.
Sejumlah sektor ekonomi terdapat di wilayah ini, termasuk pariwisata,
pertanian, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, pembangunan
infrastruktur jalan sangat penting bagi masyarakat untuk menopang
kegiatan ekonominya.

Strategi pemerintah Desa Selante atas mengoptimalkan
pembangunan infrastruktur jalan lingkungan telah dirancang secara
partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan prioritas
pembangunan infrastruktur jalan. Anggaran yang dipergunakan pemerintah

desa untuk melaksanakan Pembangunan infrastruktur jalan desa adalah
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Anggaran Dana Desa (ADD). Namun ADD tidak mencukupi untuk
Pembangunan infrastruktur jalan karena pada tahun 2024 Desa Selante
mengalami berbagai pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat
yang signifikan.

Di sisi lain, Upaya yang di lakukan oleh pemerintah desa selante
Adalah mencari pokir-pokir (pokok pikiran) untuk mncukupi dana desa
tersebut. Bentuk dukungan oleh ketua DPRD Sumbawa yaitu Bapak Abdul
Rafiqg terkait Pembangunan jalan lingkungan yang dilaksanakan pada tahun
2024 cukup signifikan. Tidak hanya bentuk pengawasan tetapi Bapak Abdul
Rafiq juga telah menyalurkan dana aspirasi senilai Rp 51.000.000.00 untuk
Pembangunan jalan lingkungan di Desa Selante.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan oleh pemerintah desa
adalah pembangunan infrastruktur jalan di desa Selante tidak menjadi
prioritas karena adanya program lain dari pemerintah daerah atau pusat yang
harus di prioritaskan, sehingga menghambat proses pembangunan
infrastruktur jalan di desa Selante. Perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan merupakan tahapan-tahapan partisipasi masyarakat pada
pembangunan infrastruktur jalan lingkungan. Namun, di Desa Selante,
partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan. Selain itu
belum adanya aturan resmi dari desa yang dapat menyebabkan tidak
optimalnya pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan Desa
Selante.

Oleh karena itu, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang

komprehensif tentang pendekatan pemerintah desa Selante terhadap



pembangunan infrastruktur jalan, yang merupakan tanggung jawabnya.
Peningkatan infrastruktur jalan ini ditujukan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan memfasilitasi berbagai kegiatan. Maka itu

peneliti tertarik menjalankan penelitian lapangan dengan judul “Strategi
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Pemerintah  Desa  Dalam  Mengoptimalkan  Pembangunan
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Infrastruktur Jalan”
B. Rumusan Masalah
Berlandaskan permasalahan yang di jelaskan di latar belakang, maka di
tarik rumusan masalah yakni:
1. Bagaimana strategi pemerintah Desa Selante dalam meningkatkan
Pembangunan infrastruktur jalan?
2. Apa faktor pendukung yang mempengaruhi dalam pelaksanaan
Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Selante?
3. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Selante?

C. Tujuan Penelitian
Berikut ialah tujuan penelitian berlandaskan rumusan permasalahan
di atas, yakni:
1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi pemerintah
Desa Selante dalam meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung yang memengaruhi

dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan di Desa selante
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3. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang memengaruhi
dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan di Desa selante
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dimaksudkan pada studi ini yakni:

REPOSITORY

1. Manfaat teoritis
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Temuan studi ini dimaksudkan dapat membantu pengembangan teori
dan analisis untuk penelitian mendatang. Temuan ini juga dapat
digunakan sebagai pembanding di masa mendatang terkait strategi
pemerintah desa atas memaksimalkan pembangunan infrastruktur
jalan guna menaikkan kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat praktis
a. Bagi peneliti
Selain menjadi syarat memperoleh gelar sarjana administrasi
publik di Fakultas I[lmu Administrast Universitas Islam Malang,
studi ini dimaksudkan dapat memberi wawasan serta pemahaman
baru bagi penulis.
b. Bagi peneliti selanjutnya
Dimaksudkan dapat menjadi rujukan atau referensi terhadap studi
selanjutnya yang membahas tentang strategi pemerintah desa
dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan untuk
meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
c. Bagi pemerintah desa
Dimaksudkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh

pemerintah Desa Selante dalam menyusun strategi terkait
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pembangunan infrastruktur jalan guna untuk meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat

Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa studi ini akan dapat menambah pemahaman
masyarakat tentang strategi pemerintah Desa Selante dalam
membangun infrastruktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.
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BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perspektif keuangan terkait strategi pemerintah Desa Selante dalam
mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur jalan cukup baik jika di lihat dari
akuntabilitas pemerintah Desa Selante karena Pembangunan jalan lingkungan
menunjukkan hasil yang nyata serta dapat dirasakan masyarakat desa. Namun,
Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Selante belum dikatakan efisien,
keberhasilan Pembangunan jalan lingkungan di Desa Selante dapat dikatakan
efektif, walaupun berdasarkan efisiensi biaya dan alokasi anggaran belum
efektif, karena anggaran yang di gunakan tidak hanya dari alokasi dana desa,

tetapi juga berasal dari ketua DPRD Sumbawa.

aksesibilitas jalan lingkungan di Desa Selante sudah cukup layak dan
nyaman di gunakan oleh Masyarakat, oleh karena itu akses Masyarakat cukup
efisien dalam menunjang mobilisasi. Hal ini dapat dirasakan langsung oleh
Masyarakat karena mempermudah akses Masyarakat ke tempat2 umum.
Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di Desa Selante memenuhi
kebutuhan masyarakat, baik dalam hal aksesibilitas, kualitas, maupun

kenyamanan.

proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan Desa
Selante mencakup berbagai tahapan teknis, administratif, dan partisipatif untuk
memastikan pembangunan jalan desa berjalan efektif, efisien, dan sesuai

kebutuhan Masyarakat. perencanaan dimulai dari musyawarah dusun,
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kemudian musyawarah Desa yang melibatkan berbaga pihak. Perencanaan
pembangunan infrastruktur jalan lingkungan Desa Selante telah melalui
berbagai tahapan. proses pelaksanaan Pembangunan belum efisien karena

partisipasi Masyarakat masih kurang.

proses perencanaan Pembangunan jalan lingkungan tidak hanya melibatkan
pemerintah desa, tetapi juga melibatkan Masyarakat, proses perencanaan
Pembangunan jalan lingkungan dilakukan dari musdus lalu musdes. Proses

musyawarah melibatkan Masyarakat, DPD, dan pemerintah Desa Selante.

Factor pendukuyang mempengaruhi proses Pembangunan jalan di Desa
Selante adalah Bentuk dukungan DPRD Sumbawa adalah memberikan dana
aspirasi untuk pembangunan jalan lingkungan di Desa Selante. tujuan dari
ketua DPRD Sumbawa adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
lingkungan, BPD melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pembangunan
jalan lingkungan guna memastikan bahwasanya proyek berjalan sesuai dengan
rencana. BPD juga melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran untuk

pembangunan jalan lingkungan agar digunakan secara efektif dan efisien.

Faktor utama penghambat proses pembangunan infrastruktur jalan
lingkungan di Desa Selante salah satunya adalah keterbatasan anggaran.
Alokasi dana desa di fokuskan ke berbagai program pemerintah desa, oleh
karena itu dana untuk Pembangunan jalan lingkungan belum di alokasikan
secara maksimal dikarenakan beberapa fokus utama yang menjadi prioritas
pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam pembangunan

infrastruktur jalan lingkungan, partisipasi masyarakat mencakup beberapa
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tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Namun pada

tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat Desa Selante masih rendah.

B. Saran

Berlandaskan temuan penelitian dan data pada pembahasan diatas, maka
terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat mengatasi kendalam dalam
mengenai strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan
infrastruktur jalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa selante

diantaranya yakni:

1) Bagi pemerintah Desa Selante khususnya kepala Desa Selante, kecamatan
Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

a. pemerintah desa perlu membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)
terkait dana aspirasi agar ada bukti administratif dan hukum atas
penerimaan dana tersebut.

b. Memanfaatkan bahan baku lokal untuk menekan biaya dan
memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.

c. Membentuk tim pemelihara jalan berbasis masyarakat (swadaya atau
insentif kecil) untuk memastikan keberlanjutan fungsi jalan.

d. Menyusun jadwal perawatan rutin dan pelaporan kerusakan yang
melibatkan RT/RW.

e. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya infrastruktur jalan
dalam peningkatan ekonomi desa agar muncul rasa memiliki dan

menjaga hasil pembangunan bersama.
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2) saran untuk Masyarakat Desa Selante dalam pemeliharaan jalan

3)

lingkungan yang dapat dilakukan agar kondisi jalan tetap baik dan aman

digunakan:

a.

Jadwalkan kerja bakti rutin (misalnya setiap bulan) untuk
membersihkan saluran air di sisi jalan, menutup lubang kecil, dan
membersihkan sampah.

Untuk lubang kecil, masyarakat bisa melakukan tambal sulam
menggunakan material sederhana seperti batu dan semen sebelum
dilakukan perbaikan permanen oleh pemerintah desa.

Pastikan saluran air (drainase) di sekitar jalan tidak tersumbat agar air
tidak menggenang dan merusak badan jalan.

Jika ada bagian jalan yang rusak parah, pasang rambu peringatan

sementara agar pengguna jalan berhati-hati.

Bagi peneliti di masa mendatang diharapka dapat meneliti dan

menganalisis lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah desa dalam

proses Pembangunan jalan lingkungan. Selain itu, diharapkan penelitian

selanjutnya akan membahas lebih dalam mengenai peran kepala desa

dalam menjalankan kebijakan pemerintah desa terkait pemerataan

Pembangunan jalan lingkungan dengan tujuan untuk mensejahterakan

kehidupan Masyarakat.
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